
Lampiran I 

TRANSKIP WAWANCARA 

Informan : Drs. Mustar, M.H. 

Jabatan : Pembina Utama Muda/ (IV/c), Hakim Madya Utama  

Tempat : Ruang Rapat PA Kendal 

Hari/Tanggal : 19 Oktober 2016 

Wawancara untuk Menggali Pendapat para Hakim Di Pengadilan Agama 

Kendal Tentang Hak Waris Bagi Ayah dalam Pasal 177 KHI 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana menurut 

Bapak tentang hak waris 

sepertiga bagi ayah 

ketika pewaris tidak 

mempunyai anak, dan 

seperenam ketika ada 

anak dalam pasal 177 

KHI?, sedangkan dalam 

hukum Islam ayah 

mendapat „ashabah 

ketika tidak mempunyai 

anak? 

Kalau di ayat an-Nisa‟ ayat 11 ayah itu letaknya di; 

                 .    

Artinya:”Dan untuk kedua ibu-bapak, bagi masing-

masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan. 

Jika yang meninggal itu mempunyai anak, jika 

orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan 

itu diwarisi oleh ibu-bapaknya saja, maka ibunya 

mendapatkan sepertiga.  

Kalimat “ibu-bapak” ()أبىاي فلأمً الثلث  yang artinya 

“bapaknya maka ibunya” ini kalau tidak 

mempunyai anak, bapaknya dan ibunya begitu dia 

mendapatkan sepertiga, karena  berarti sepertiga الثلث 

sedangkan السدس berarti seperenam, ini kaitannya 

dengan (فإن كان لً إخىة فلأمً السدس) “kalau dia 



mempunyai keluarga maka ia (ibunya) 

mendapatkan seperenam”. Kemudian bapak/ 

ayahnya dalam kalimat ini tidak disebutkan, Berarti 

bapaknya terkandung dalam kalimat (ًفأن لم يكه ل) 

“apabila dia tidak mempunyai anak maka 

warisannya bapak dan ibunya (bapaknya dan 

ibunya) mendapat sepertiga” )أبىاي فلأمً الثلث).  

2. Kalau disini tidak pakai 

wawu a‟thof? contoh: 

red_ 

 .(أبىاي ولأمً الثلث(

Memang tidak memakai wawu, tapi kemudian disini 

kata (أبىاي) a‟thofnya kemana dengan bahasa seperti 

itu. Maka mungkin disitulah yang menjadi 

perdebatan, akhirnya para ulama‟ Indonesia dengan 

pertimbangan tersebut mengambil kesimpulan, 

meskipun ia memakai (fa red: faliummihi) bukan 

(wawu) dia tetap mendapatkan sepertiga. 

3. Menurut Bapak 

bagaimana tentang KHI 

Pasal 177 tersebut yang 

masih bias? 

Menurut saya cenderung memiliki konsep begini, 

ayah sebenarnya lebih berperan daripada ibu, 

kenapa ibu mendapat sepertiga sedangkan ayah 

tidak mendapat apa-apa, kita lebih ke konteks dan 

per-mashlahat-nya, ketika disitu ada mashlahat, 

menurut saya cenderung ke sepertiga karena ayah 

lebih punya kepentingan untuk men-tasharuf-kan 

harta waris itu lebih dominan bagi ayah”. Jadi 

menurut saya antara ibu dan ayah sama-sama 

mendapat sepertiga sama dengan pendapat KHI 

(Kompilasi Hukum Islam). Dan saya setuju dengan 

Kompilasi. Nilai ke-mashlahat-an yang saya pakai. 

4. Apa latar belakang Latar belakang hukumnya adalah biasanya antara 

perempuan dan laki-laki konteksnya itu lebih 



hukumnya? dominan laki-laki untuk men-tasharuf-kan harta 

lebih bermanfaatnya kemana. Misalkan untuk 

cucunya, meskipun cucu mempunyai pendapat 

sendiri, tapi si kakeknya dari cucu mungkin juga 

punya kemampuan untuk dari harta tersebut bisa 

terbagi kecucu, kontek didalam al-Qur‟an tidak ada, 

dia nol disitu, tidak disebutkan sama sekali karena 

dia pakai (fa‟) bukan pakai (wawu) disitulah letak 

kecenderungan para mufassir berbeda-beda 

pendapat.  

Kenapa bapak tidak disebut, sedangkan ibu 

mendapatkan الثلث (sepertiga), karena didepannya 

ada kata-kata (أبىاي فلأمً الثلث) terus kemana 

bagiannya? Ikutnya kemana? Sedangkan disitu ada 

bagian sepertiga. (Fa) itu bersama-sama cucunya, 

dan disitu tidak dikatakan bersama-sama. 

5. Bagaimana menurut 

bapak kalau didalam 

ilmu faraidh bagian 

bapak/ayah mendapatkan 

bagian sisa („ashabah)? 

Karena ayah termasuk 

golongan „ashabah bin 

nafsih? 

Kalau begitu sama juga mendapatkan 1/6 bagian 

bagi ayah, bisa dikatakan lebih kecil dari 1/3, terlalu 

sedikit sedangkan Allah Swt juga pernah 

menurunkan ayat “للذكزمثل حظ الأوثييه” “laki-laki 

mendapat dua bagian daripada anak perempuan”. 

Kenapa ketika ibu dan bapak, ibunya hanya 

mendapat 1/3 bapaknya tidak mendapatkan apa-apa, 

karena menurut saya lebih kecil kalau di „ashabah. 

Kalau menurut saya lebih mengutamakan rasa 

keadilan, mendekati keadilan itu sepertiga. Kenapa 

ibu mendapat 1/3 sedangkan bapak tidak dapat 

seperti itu. 1/3 + 1/3 sama dengan 2/3 dan yang 1/3 

bisa untuk wakaf, hibah dengan maksimal 1/3 kalau 



mungkin dilakukan. 

6. Bagaimana menurut 

bapak ketika 

mendapatkan kasus 

seperti ini? apakah 

mengikuti dengan KHI 

pasal 177? 

Kita lihat siapa yang dominan mengumpulkan 

uang? Kalau suaminya hanya duduk-duduk manis 

dirumah, sedangkan di Kompilasi (KHI) disebutkan 

satu banding setengah bagian, saya tidak setuju 

dengan itu, saya setuju pada siapa yang lebih 

dominan mengumpulkan harta dialah yang 

mendapat 2/3 atau 3/4 dalam contoh harta bersama. 

Oleh karena itu, hakim bisa kasuastis dalam artian 

putusan tergantung pada kasusnya. Tidak terpaku 

pada Kompilasi (KHI) dan Hakim bisa menerapkan 

pasal itu atau bisa mencari pendapat lain yang 

sesuai dengan keadilan dan kemanfaatan untuk 

dipilih  

 

KENDAL, 19 OKTOBER 2016 

PEWAWANCARA   HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL 

 

AHMAD MAS’UD   DRS. MUSTAR, MH  

NIM. 112111001   NIP 19670101 199303 1 008 

 

 

 

 

 



Lampiran II 

TRANSKIP WAWANCARA 

Informan : Dr. Radi Yusuf, M.H. 

Jabatan : Pembina Tk. I/ (IV/c), Hakim Madya Muda  

Tempat : Ruang Rapat PA Kendal 

Hari/Tanggal : 19 Oktober 2016 

Wawancara untuk Menggali Pendapat para Hakim Di Pengadilan Agama 

Kendal Tentang Hak Waris Bagi Ayah dalam Pasal 177 KHI 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana menurut 

bapak, mengenai pasal 

177 KHI tentang bagian 

waris bagi ayah sepertiga 

apabila pewaris tidak 

meninggalkan anak dan 

seperenam bila ada 

anak? 

                    

                          

  ..... 

artinya: “Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi 

masing-masingnya seperenam dari harta yang 

ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 

anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai 

anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka 

ibunya mendapat sepertiga. 

Jadi“ibu-bapaknya” (ابىاي) artinya bapaknya juga 

dapat mendapat bagian juga 

2. Dalam konteks al-Qur‟an 

yang ditekankan hanya 

“maka ibu mendapatkan 

Dalam redaksi ayat وورثً ابىاي فلأمً الثلث  ibu 

mendapat sepertiga berarti sisanya adalah tambahan 

bapak nantinya. Dalam konteks fiqih klasik para 



sepertiga bagian”? ulama‟ dalam melakukan penggalian hukum 

kebanyakan bersifat ijtihad Fardi, berbeda dengan 

Kompilasi Hukum Islam yang jelas bersifat ijtihad 

Jama‟i atau ijtihad yang dilakukan secara 

bersamaan. Apabila ijtihad fardi dan ijtihad jama‟i 

bertentangan atau ada khilafiyah, maka Ushul 

fiqihnya harus dimunculkan, apabila tidak 

mencerminkan rasa keadilan, rasa kemanfaatan dan 

rasa kepastian hukum, maka bisa disimpangi. dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah pendapat 

para ahli hukum Islam Indonesia, yang berarti 

bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan 

fiqih Indonesia. Dan itu harus dipedomani oleh para 

Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia dan 

pendapat yang mu‟tamat. Dan menurut saya KHI  

itu sudah sesuai 

3. Bagaimana menurut 

bapak bagian sisa 

(„ashabah) bagi ayah 

didalam perhitungan 

ilmu faraidh?  

Walaupun dalam hukum faraidh ayah mendapat 

sisa tetapi didalam KHI mendapat sepertiga bagian 

bagi ayah ini merupakan ijtihad yang sudah di 

sepakati dan merupakan ketentuan kesepakatan 

yang sudah dicapai bersama dalam hal mashlahat. 

Jadi sepertiga bagian itu sudah tepat bila ayah 

mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak 

meninggalkan anak, bila ada anak mendapat 

seperenam. Dan seperenam ini juga sudah jelas di 

sebutkan dalam al-Qur‟an   لكل واحد مىهما  ًولأبىي

-dan bagi kedua ibu“  السدس مما تزك  إن كان لً ولد

bapaknya masing-masingnya seperenam” (السدس) 

dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal 



itu mempunyai anak. 

4. Bagaimana putusan 

bapak ketika 

mendapatkan kasus 

dipengadilan yang 

menyangkut dengan KHI 

pasal 177? 

Hakim sebagai “judge make law”, hakim itu 

membuat hukum ketika memutuskan suatu putusan, 

harus melihat dari beberapa latarbelakang masalah 

yang dihadapi. Jadi, dalam memutuskan hakim 

harus berdasarkan pertimbangan yang 

mencerminkan rasa keadilan, rasa kemanfaatan dan 

rasa kepastian hukum. 

 

KENDAL, 19 OKTOBER 2016 

PEWAWANCARA   HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL 

 

AHMAD MAS’UD   Dr. RADI YUSUF, MH 

NIM. 112111001   NIP 19590610 199403 1 002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran III 

TRANSKIP WAWANCARA 

Informan : Dra. Hj. Aina Aini Iswati Husnah 

Jabatan : Pembina Tk. I/ (IV/b), Hakim Madya Muda  

Tempat : Ruang Mediasi PA Kendal 

Hari/Tanggal : 27 Oktober 2016 

Wawancara untuk Menggali Pendapat para Hakim Di Pengadilan Agama 

Kendal Tentang Hak Waris Bagi Ayah dalam Pasal 177 KHI 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Bagaimana menurut Ibu  

tentang hak waris 

sepertiga bagi ayah 

ketika pewaris tidak 

mempunyai anak, dan 

seperenam ketika ada 

anak dalam pasal 177 

KHI? 

Memang awal-awal Kompilasi itu muncul berbagai 

tanggapan kenapa tidak sesuai. Akhirnya 

Mahkamah Agung mengeluarkan surat edaran 

Nomor 2 Tahun 1994 itu bahwa yang dimaksud 

dalam pasal 177 adalah ayah mendapatkan bagian 

sepertiga bila tidak meninggalkan anak, tetapi 

meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah 

mendapat seperenam bagian. 

Saya rasa sudah cukup jelas dengan adanya Surat 

Edaran Mahkamah Agung tersebut. yang berarti 

sudah tidak ada tanda tanya lagi mengenai pasal 177 

KHI itu kalau menurut saya. 

2. Bagaimana menurut Ibu 

sedangkan dalam hukum 

Islam ayah mendapat 

„ashabah ketika tidak 

Pada dasarnya menurut hukum faraidh, ayah 

mendapat sisa bila tidak ada anak atau cucu, 

kemudian didalam KHI disebutkan ayah 

mendapatkan sepertiga bila pewaris tidak 



mempunyai anak? meninggalkan anak. menurut KHI dikatakan 

sepertiga, sedangkan hukum faraidh dikatakan 

„ashabah, dan apabila ada anak ayah mendapat 

seperenam bagian, ini dalam pasal 177 dan faraidh 

sama mendapatkan seperenam. 

Menurut pasal 177 KHI, ayah mendapat sepertiga 

bagian bila tidak ada anak, tapi tidak dijelaskan ada 

ahli waris yang lain atau tidak, hanya tidak ada anak 

bisa saja ada ibu atau suami atau istri. Jadi disini 

kemudian dalam pasal Surat Edaran Tahun 1994 

nomor 2 disebutkan: bahwa ayah mendapat 

sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan 

anak tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada 

anak ayah mendapat seperenam bagian.  

Kompilasi Hukum Islam ini merupakan 

kesepakatan para ulama‟ dari berbagai kalangan di 

Indonesia kemudian dirumuskan seperti itu. dalam 

Al-Qur‟an sudah diatur secara kompleks dan tidak 

mungkin ada yang terlewatkan, akan tetapi 

kemudian mungkin dipandang perlu ijtihad, ada 

ruang ijtihad.  

Dalam redaksi ayat “ لكل واحد مىهما السدس مما  ًولأبىي

 disebutkan “dan untuk dua orang  ”تزك  إن كان لً ولد

ibu-bapak bagi masing-masingnya seperenam dari 

harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu 

mempunyai anak”. Jadi jika ada anak, ayah 

mendapat seperenam bagian, berarti sudah sesuai 

dengan pasal 177 Kompilasi Hukum Islam.  ًأبىاي فلأم



 jika yang meninggal itu“  فأن لم يكه لً ولً وورثً الثلث

tidak mempunyai anak maka ia diwarisi oleh ibu-

bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan 

sepertiga”. Berarti secara mafhum muwafaqah nya 

bapaknya mendapat sisa („ashabah).  

Menurut saya, para ulama‟ memandang ada ruang 

untuk berijtihad, untuk menentukan berapa bagian 

untuk ayah apabila si pewaris itu tidak 

meninggalkan anak tetapi ia meninggalkan suami 

dan ibu.  

3. mengenai sepertiga waris 

ayah dalam KHI pasal 

177 dan bagian waris 

ayah dalam hukum 

faraidh menurut ibu 

bagaimana? 

Sepanjang sudah digariskan dalam al-Qur‟an jelas 

qath‟i kita ikuti”. Jadi kita lihat secara normatifnya, 

karena hukum faraidh sudah sangat terperinci, itu 

sudah qath‟i dilaksanakan. Kemudian kalau dalam 

pembagiannya dan prakteknya bisa dilakukan 

secara kekeluargaan, setelah dia menyadari 

bagiannya masing-masing. Misalkan ayah 

meninggal, ada dua orang anak laki-laki dan 

perempuan yang mana bagiannya 2:1, mereka sudah 

menyadari bagiannya masing-masing, tetapi mereka 

melakukan pembagiannya secara merata secara 

sama, separo-separo, silahkan kalau seperti itu 

tidak masalah dan dapat dilakukan secara 

musyawarah. 

Mengenai pasal 177 ini juga tidak menyimpangi al-

Qur‟an, terlebih juga dengan penjelasan Surat 

Edaran MA Tahun 1994 Nomor 2, bahwa ayah 

mendapatkan sepertiga bila tidak meninggalkan 



anak tetapi meninggalkan suami dan ibu, kemudian 

bila ada anak ayah tetap mendapatkan seperenam 

bagian. Kalau „ashabah warisan itu ke ayahnya 

semua, misalkan pasal 177 ini “ayah mendapat 

„ashabah bila pewaris tidak meninggalkan anak, 

kalau sampai titik ini saja, inikan belum jelas tidak 

meninggalkan anak itu ada ahli waris lain atau 

tidak. Kalau tidak ada ahli waris yang ditinggalkan 

mungkin dapat keayah semua. Makanya kemudian 

muncul Surat Edaran Mahkamah Agung ini karena 

waktu itu awal-awal munculnya Kompilasi banyak 

pertanyaan-pertanyaan, kritikan masuk ke 

Mahkamah Agung. dan menurut saya Kompilasi 

merupakan rumusan dari beberapa para ulama‟ 

Indonesia, beberapa ahli hukum, ahli hukum Islam 

(merupakan ijtihad jama‟i), yang merupakan 

hukum terapan di Pengadilan Agama dan sebagai 

fiqih-nya Indonesia 

4. Semisal Ibu 

mendapatkan kasus 

seperti ini, ibu 

mengambil putusan 

bagaimana? 

Jadi Hakim itu punya kebebasan untuk memutus 

perkara, namun demikian tidak bebas dalam arti 

bebas, tetap ada dasar yang menjadi pertimbangan. 

Terutama dalam Peradilan Agama tentu saja sumber 

utama yaitu al-Qur‟an dan as-Sunnah kemudian 

Kompilasi (KHI). Kemudian kalau contoh kasus 

seperti itu, pertimbangannya suatu kasus tidak bisa 

bisa di generalisir, tidak semua kasus perkasus itu 

sama, apabila dirasa misalkan dalam suatu Undang-

undang nanti kalau diterapkan tidak sesuai dengan 

rasa keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan, 



hakim bisa contralegem maksudnya menyimpangi 

dari undang-undang tersebut, asalkan dapat 

dipertanggung jawabkan. 

 

KENDAL, 27 OKTOBER 2016 

PEWAWANCARA   HAKIM PENGADILAN AGAMA KENDAL 

 

AHMAD MAS’UD   Dra. Hj. AINA AINI ISWATI HUSNAH 

NIM. 112111001   NIP 19660315 199203 2 001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lampiran V 
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Lampiran VII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

Nama Lengkap  : Ahmad Mas‟ud 

Tempat Tanggal Lahir : Grobogan, 29 Juli 1993 

Telephon   : 082326544671/085600961049                                 

Alamat  : Desa Latak, Rt 02 Rw 03, Godong, Grobogan,  

Email    : ibnu_ahmad36@yahoo.co.id 

Riwayat Pendidikan 

 Pendidikan Formal: 

2011 sampai 2016         : IAIN-UIN Walisongo Semarang 

2008 sampai dengan 2011  : MAS Sholahuddin Demak 

2006 sampai dengan 2008  : MTS Miftahul Ulum Latak, Godong 

1999 sampai dengan 2006  : MI Yatpi Latak, Godong 

 Pendidikan non Formal: 

2014 sampai sekarang  : PP. RQ an-Nasimiyyah Semarang 

2008 sampai dengan 2011  : PP. Darussalam Wonosalam Demak 

1999 sampai dengan 2008  : MADIN Miftahul Ulum Latak 

 Riwayat Organisasi 

2015-2016 : Sekertaris Umum dan PIMRED Lembaga Pers 

Mahasiswa Islam (LAPMI) HMI Cabang Semarang 

2014-2015 : Ketua Bidang Integritas Wacana dan Perkaderan 

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI-MPO) Kom. 

Syari‟ah IAIN Walisongo Semarang 

2013-2016 : HMI 1947 Cabang Semarang 

2012-2013 : Anggota Unit Kegiatan Mahasiswa JQH el-Fasya, 

UKM Nafilah dan  UKM Fosia 

2011-2012 : HMJ-HPI (AS) Fakultas Syari‟ah IAIN Walisongo 

(Departemen kesejahteraan mahasiswa) 

 

Semarang, 11 Desember 2016 

 

 

AHMAD MAS’UD 

NIM. 112111001 


